SALINAN

BUPATI SUKAMARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA

NOMOR 6 TAHUN 2017

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SUKAMARA

Menimbang

Mengingat

ca.

TAHUN ANGGARAN 2016
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUKAMARA

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 320 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mengajukan Rancangan
Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa
laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa
Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran
berakhir;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Sukamara
Tahun Anggaran 2016;

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Kabupaten  Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten
Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau,
Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan
Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);



10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4576); sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah No 65 Tahun 2010 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
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. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Sistem

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4579);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis
Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala
Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5179);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5219);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 139,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah bebarapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 4 Tahun 2009
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2009 Nomor 4);

Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 10 Tahun
2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2016;

Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 4 Tahun
2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2016;



Menetapkan

(1)

(2)

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUKAMARA

dan
BUPATI SUKAMARA

MEMUTUSKAN:
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

Pasal 1

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016 berupa laporan
keuangan memuat:

Laporan
Laporan
Neraca;

Laporan
Laporan
Laporan
g. Catatan
Laporan Ke

™o A0 TP

Realisasi Anggaran,;
Perubahan Saldo Anggaran Lebih;

Arus Kas;

Operasional;

Perubahan Ekuitas;

Atas Laporan Keuangan.

uangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan

laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan wusaha milik
daerah/perusahaan daerah dan Ikhtisar laporan keuangan desa.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf a tahun
anggaran 2016 sebagai berikut:

a.
b.
C.

Pendapatan Rp.744.507.431.371,88

Belanja Rp.671.465.638.259,40

Transfer Rp. 67.692.354.391,00

Surplus/ (defisit) Rp. 5.349.438.721,48

Pembiayaan

Penerimaan Rp.51.334.327.178,76

Pengeluaran Rp.15.850.903.072,00

Pembiayaan Netto Rp. 35.483.424.106,76
Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 sebagai
berikut:

(1)

Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp21.275.726.115,43

dengan rinc

ian sebagai berikut :

a. Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp. 723.231.705.256,45
b. Realisasi Rp. 744.507.431.371.,88
Selisih lebih/(kurang) Rp. 21.275.726.115,43



(2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp(18.644.712.605,05)
dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran belanja setelah perubahan Rp. 690.110.350.864,45
b. Realisasi Rp. 671.465.638.259,40
Selisih lebih/(kurang) Rp. (18.644.712.605,05)

(3) Selisih anggaran dengan realisasi transfer sejumlah Rp(29.000.001,00) dengan
rincian sebagai berikut :

a. Anggaran transfer setelah perubahan Rp. 67.721.354.392,00

b. Realisasi Rp. 67.692.354.391,00
Selisih lebih/(kurang) Rp. (29.000.001,00)

(4) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah

Rp39.949.438.721,48 dengan rincian sebagai berikut:

a. Surplus/defisit setelah perubahan Rp (34.600.000.000,00)

b. Realisasi Rp 5.349.438.721,48
Selisih lebih/(kurang) Rp 39.949.438.721,48

(5) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah
Rp1.234.327.178,76 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran penerimaan pembiayaan Rp 50.100.000.000,00
b. Realisasi Rp 51.334.327.178,76
Selisih lebih/(kurang) Rp 1.234.327.178,76

(6) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah
Rp350.903.072,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran pengeluaran pembiayaan Rp 15.500.000.000,00
b. Realisasi Rp 15.850.903.072,00
Selisih lebih /(kurang) Rp 350.903.072,00

(7) Selisih anggaran dengan realisasi  pembiayaan neto sejumlah
Rp883.424.106,76 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran pembiayaan netto Rp 34.600.000.000,00

b. Realisasi Rp. 35.483.424.106,76

Selisih lebih/(kurang) Rp. 883.424.106,76
Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud pada pasal 1
huruf b per 31 Desember Tahun 2016 sebagai berikut:

a. Saldo Anggaran Lebih Awal Penggunaan SAL Rp. 49.392.909.461,99
b. sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan Rp. 49.422.782.547,76
c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran

(SILPA/SIKPA) Rp. 40.832.862.828,24
d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya Rp. 29.873.085,77
e. Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp. 40.832.862.828,24



Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud pada pasal 1 huruf c per 31 Desember Tahun 2016
sebagai berikut:

a. Jumlah aset Rp. 1.777.474.058.892,38

b. Jumlah kewajiban Rp. 24.741.997.388,00

c. Jumlah ekuitas Rp. 1.752.732.061.504,38
Pasal 6

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d untuk tahun
yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2016 sebagai berikut:

a. Saldo kas awal per 1 Januari 2016 Rp. 49.442.891.047,76

b. Arus kas dari aktivitas operasi Rp. 348.782.167.365,73

c. Arus kas dari aktivitas investasi Rp. (357.372.087.085,25)

d. Arus kas dari aktivitas pembiayaan Rp. 0,00

e. Arus kas dari aktivitas non anggaran Rp. 90.489.059,00

f. Saldo kas akhir per 31 Desember 2016 Rp. 40.943.460.387,24
Pasal 7

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e untuk tahun
yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2016 sebagai berikut:

a. Pendapatan operasi Rp. 743.417.730.147,31

b. Beban operasi Rp. 561.230.966.290,33

c. Surplus (Defisit) dari kegiatan operasional Rp. 182.186.763.856,98

d. Surplus (Defisit) dari kegiatan non operasional Rp. (739.795.514,61)

e. Surplus (Defisit) Laporan Operasional Rp. 181.446.968.342,37
Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f untuk
tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2016 sebagai berikut:

a. Ekuitas awal Rp.1.781.208.301.952,98

b. Surplus (Defisit) Laporan Operasional Rp. 181.446.968.342,37
c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/

Kesalahan Mendasar Rp. (209.923.208.790,97)

d. Ekuitas akhir Rp.1.752.732.061.504,38
Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf g tahun
anggaran 2016 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas
pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10
(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016 sebagaimana

dimakasud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Vi



(2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a.

FpE e a0

—.

i

A

Lampiran I
Lampiran I.1

Lampiran 1.2

Lampiran 1.3

Lampiran 1.4

Lampiran II
Lampiran III
Lampiran IV
Lampiran V
Lampiran VI
Lampiran VII
Lampiran VIII
Lampiran IX
Lampiran X

Lampiran XI
Lampiran XII

Lampiran XIII
Lampiran XIV
Lampiran XV
Lampiran XVI

Lampiran XVII :
Lampiran XVIII :

Lampiran XIX

Lampiran XX

LRA terdiri atas;

ringkasan LRA menurut urusan pemerintahan daerah
dan organisasi;

rincian LRA menurut urusan pemerintahan daerah,
organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut
urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan
kegiatan; dan

rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk
keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan
daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan
keuangan negara;

laporan perubahan saldo anggaran lebih;

laporan operasional,

LPE;

neraca;

laporan arus kas;

catatan atas laporan keuangan;

daftar rekapitulasi piutang daerah;

daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana
bergulir;

daftar penyertaan modal (investasi) daerah;

daftar rekapitulasi realisasi penambahan
pengurangan aset tetap daerah;

daftar rekapitulasi aset tetap;

daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
daftar rekapitulasi aset lainnya;

daftar dana cadangan daerah;

daftar kewajiban jangka pendek;

daftar kewajiban jangka panjang;

daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai
akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun
anggaran berikutnya;

ikhtisar laporan keuangan
Daerah/Perusahaan Daerah.

dan

Badan Usaha Milik

Pasal 11

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri

dari:

a. Laporan kinerja tercantum dalam lampiran XXI Peraturan Daerah ini.
b. Ikhtisar Laporan Keuangan Desa tercantum dalam Lampiran XXII Peraturan
Daerah ini

Vil



Pasal 12
Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD.
Pasal 13
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.
Ditetapkan di Sukamara
Pada tanggal 28 September 2017
BUPATI SUKAMARA,
Ttd.
AHMAD DIRMAN
Diundangkan di Sukamara
pada tanggal 28 September 2017
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKAMARA,

Ttd.

SUTRISNO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2017 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA, PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH : 06, 97 /2017
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